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Analysis of Realization of Restaurant Tax Receipts and The Contribution  
to Locally Generated Revenue  






Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi penerimaan pajak restoran 
dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012-2016 di 
Kota Makassar. Data diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. 
Pajak restoran merupakan salah satu sumber PAD yang digunakan untuk 
mendukung pembangunan daerah, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang 
laju pertumbuhan, tingkat efektivitas, efisiensi, serta kontribusi pajak restoran 
bagi Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil 
analisis menunjukkan rata-rata laju pertumbuhan, efektivitas, efisiensi, dan 
kontribusi pajak restoran masing-masing sebesar 27,91%, 92,75%, 11,46%, dan 
12,49%. Efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak restoran Kota Makassar 
selama periode 2012-2016 telah efektif dan efisien. Kontribusi penerimaan pajak 
restoran tergolong kurang berkontribusi terhadap PAD. Saran dari penelitian ini 
adalah pendataan wajib pajak dan evaluasi penetapan target. 
 
Kata kunci:  Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi, Pajak Restoran, Pendapatan Asli 
Daerah 
 
This research aims to analyze the realization of restaurant tax revenues and the 
contribution to Locally Generated Revenue in 2012-2016 at Makassar City. Data 
obtained from the Regional Revenue Office of Makassar. Restaurant tax is a 
source of locally generated revenues that used to support local development, so 
it is necessary to do research on growth rate, effectiveness, efficiency, and 
contribution of restaurant tax for PAD. The data used is secondary data. The 
analysis shows the average growth rate, effectiveness, efficiency, and 
contribution of restaurant tax respectively of 27,91%, 92,75%, 11,46%, and 
12,49%. The effectiveness and efficiency of restaurant tax has been effective and 
efficient but the contribution is classified as less contribute to PAD. The 
suggestions are taxpayer data collection and evaluation of target setting. 
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1.1 Latar Belakang 
Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki peran yang 
sangat besar dalam pembangunan infrastruktur dan pembiayaan belanja negara. 
Remalja (2016) menyatakan bahwa “hampir dalam setiap proyek pembangunan 
yang dilaksanakan oleh pemerintah dibiayai dari dana pajak yang telah 
dikumpulkan dari masyarakat. Pembangunan sarana umum seperti jalan, 
jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dengan 
menggunakan uang yang berasal dari pajak.” 
Salah satu agenda reformasi yang dicita-citakan untuk dicapai adalah 
pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi luas 
kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan sumber-sumber 
keuangan, dan peran serta masyarakat daerah. Di samping itu juga diarahkan 
untuk meningkatkan daya saing daerah berdasarkan potensi yang dimiliki. 
Otonomi daerah merupakan resolusi untuk menciptakan pemerataan 
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah “hak, 
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dari penjelasan Undang-Undang 
tersebut, maka daerah diberi kewenangan mengatur, menetapkan, dan 




Diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah tersebut memberikan 
kewenangan penyelenggaraan pada Pemerintah Daerah yang lebih luas, nyata, 
dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas, fungsi, dan peran antara 
pusat dan daerah menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki 
pendapatan yang cukup. Daerah harus memiliki pembiayaan yang memadai agar 
dapat melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan belanja 
daerah.  
Salah satu sumber penerimaan daerah adalah berasal dari Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal 
dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan 
memenuhi belanja daerah dan memperkecil ketergantungan terhadap bantuan 
dana dari pemerintah pusat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
mengindikasikan pertumbuhan perekonomian masyarakat daerah yang semakin 
besar. Dari beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah 
merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.  
Pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan PAD dapat 
dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana prasarana 
serta meningkatkan efektivitas pemungutan dengan mengoptimalkan potensi 
yang dimiliki oleh daerah dan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang 
memiliki potensi yang cukup besar.  
Selanjutnya, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian 
disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 




Retribusi Daerah yang kemudian disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah 
sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, dimana pembagian jenis pajak menurut 
wewenang/lembaga pemungutan pajak telah dipisahkan menjadi pajak pusat dan 
pajak daerah. Pemisahan jenis pajak ini dimaksudkan untuk menghindari adanya 
tumpang tindih dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat. 
Pajak pusat merupakan pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh 
pemerintah pusat yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal 
Pajak dan berlandaskan pada UU Perpajakan, serta hasilnya digunakan untuk 
pembangunan dan pembiayaan belanja negara yang dilaksanakan oleh 
Departemen Keuangan Republik Indonesia. Pajak pusat terdiri dari Pajak 
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 
Siahaan (2016:10) mengemukakan bahwa “pajak daerah merupakan 
pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), 
yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah (dalam 
hal ini Dinas Pendapatan Daerah) dan hasilnya digunakan untuk membiayai 
pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan di daerah.” Karena pemerintah daerah di 
Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah 
kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, 
pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak 
provinsi dan pajak kabupaten/kota.  
Terkait dengan sumber daya ekonomi bagi masing-masing daerah, 




tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut 
menetapkan enam belas jenis pajak daerah, yaitu lima jenis pajak provinsi, yang 
terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak 
bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok; dan 
sebelas jenis pajak kabupaten/kota, yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, 
pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan 
logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak 
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas 
tanah dan bangunan.  
Adanya pemberlakuan peraturan penetapan dan pemungutan pajak 
daerah, secara langsung akan berdampak bagi kehidupan masyarakat melalui 
pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga 
pemungutan pajak daerah harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai 
sumber penerimaan daerah yang akan digunakan untuk membangun daerah 
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemerintah daerah 
harus jeli melihat sumber pajak daerah yang paling berpotensi didapatkan pada 
daerah tersebut, sehingga pajak daerah memberikan sumbangsih yang berarti 
untuk pembangunan daerah. 
Salah satu sumber pajak daerah yang memiliki potensi yang paling besar 
seiring dengan semakin maraknya sektor perdagangan dan pariwisata adalah 
Pajak Restoran. Pada awalnya menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 
yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel 
disamakan dengan Pajak Restoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. 
Namun, seiring dengan semakin berkembangnya kedua sektor bisnis tersebut, 
maka pemerintah Indonesia melakukan perubahan undang-undang dan 




dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, dimana Pajak Hotel dan Pajak Restoran telah 
dipisahkan sebagai sumber pajak daerah yang berdiri sendiri, dimana masing-
masing memberi kontribusi yang cukup besar untuk pembangunan suatu daerah. 
Kota Makassar merupakan jantung perekonomian di wilayah timur 
Republik Indonesia, yang membuat Kota Makassar memiliki dampak 
perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan 
semakin banyaknya investor mendirikan pusat-pusat industri yang berkembang 
dari tahun ke tahun di Kota Makassar. Salah satu industri yang sedang tren dan 
berkembang pesat di Kota Makassar adalah industri kuliner atau yang biasa 
dikenal dengan sebutan Restoran atau Café.   
Berkembangnya bisnis restoran menjadikan penerimaan Pajak Restoran 
sangat menjanjikan sebagai salah satu pajak daerah yang memiliki kontribusi 
paling besar dalam membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak 
Restoran di Makassar diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar 
No. 3 Tahun 2010. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa Pajak Restoran 
adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, dimana restoran 
merupakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut 
bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan 
sejenisnya termasuk jasa boga/katering, terkecuali pelayanan yang disediakan 
oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.250.000,- perhari. 
Lahan-lahan yang awalnya kurang produktif dimanfaatkan sebagai usaha 
yang berpenghasilan dan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat 
yang beraneka ragam. Putra (2013:8) dan berita online DDTC News (2016) 
masing-masing menyatakan bahwa jumlah restoran di tahun 2012 sebanyak 721 
restoran dan jumlah restoran di tahun 2016 mencapai 900 restoran. Semakin 




peningkatan pemasukan pajak daerah yang berasal dari bisnis restoran yang 
berguna bagi pembangunan kota.  
Pajak Restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 
penting karena setiap tahunnya Pajak Restoran mampu memberikan 
sumbangsih yang cukup besar bagi penerimaan daerah. Namun demikian, 
hingga saat ini tingkat pencapaian Pajak Restoran atau realisasi pencapaian 
Pajak Restoran jika dibandingkan dengan target realisasi Pajak Restoran yang 
ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah setiap tahunnya tidak selalu tercapai 
100%. Dalam kasus di tahun 2012 dan 2016, seiring dengan bertambahnya 
jumlah restoran di Kota Makassar, realisasi penerimaan Pajak Restoran masih 
belum mencapai target yang telah ditetapkan. Menurut Ismail dan Sailan (2015), 
pada tahun 2012 realisasi Pajak Restoran tidak mencapai target yang telah 
ditentukan, di mana tingkat persentase di tahun 2012 sebesar 96% atau sebesar 
Rp.42.964.316.389,- dari target yang telah ditentukan. Selanjutnya, dikutip dari 
berita online DDTC News (2016) bahwa ”realisasi pajak restoran yang berhasil 
dikumpulkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar hingga akhir September 
2016 yang baru terealisasi sekitar 40% atau sebesar Rp.71.000.000.000,- dari 
target yang ditetapkan.” Hal ini menunjukkan adanya potential loss pada tingkat 
penerimaan Pajak Restoran terhadap penetapan target penerimaan Pajak 
Restoran dari tahun ke tahun dan tentunya berdampak pada kontribusi 
penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. 
Berangkat dari uraian di atas, maka merupakan suatu hal yang menarik 
bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh dan mengangkat judul penelitian “Analisis 
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota 




1.2 Rumusan Masalah 
Kota Makassar merupakan jantung perekonomian di wilayah timur 
Indonesia yang memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.  
Namun, kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak 
daerahnya secara berkesinambungan masih lemah dan juga masih rendahnya 
kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi penerimaan yang 
akurat, sehingga pemungutan penerimaan pajak daerah masih belum optimal. 
Masalah dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan realisasi penerimaan 
Pajak Restoran yang meningkat, namun tidak mencapai target penerimaan Pajak 
Restoran yang telah ditetapkan. Gambaran ini mengindikasikan penerimaan 
Pajak Restoran masih memiliki potensi yang belum terealisasi sepenuhnya dan 
mempengaruhi kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah 
yang telah dianggarkan.  
Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka pertanyaan 
penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana laju pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Restoran 
selama tahun 2012-2016? 
2. Bagaimana tingkat efektivitas realisasi penerimaan Pajak Restoran 
dibandingkan dengan target yang ditetapkan Pemerintah Kota 
Makassar pada tahun 2012-2016? 
3. Bagaimana tingkat efisiensi pemungutan Pajak Restoran yang 
dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar pada tahun 
2012-2016? 
4. Seberapa besar kontribusi yang diberikan Pajak Restoran bagi 






1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Menganalisis laju pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Restoran 
selama tahun 2012-2016. 
2. Menganalisis tingkat efektivitas realisasi penerimaan Pajak Restoran 
dibandingkan dengan target yang ditetapkan Pemerintah Kota 
Makassar pada tahun 2012-2016. 
3. Menganalisis tingkat efisiensi pemungutan Pajak Restoran yang 
dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar pada tahun 
2012-2016. 
4. Menganalisis kontribusi yang diberikan Pajak Restoran bagi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar pada tahun 2012-
2016. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut: 
1. Kegunaan Teoretis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan yang akan datang dan menjadi acuan untuk penelitian 
selanjutnya. 
2. Kegunaan Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau gambaran 
bagi masyarakat, khususnya konsumen sebagai subjek Pajak Restoran, 




tingkat efektivitas penerimaan Pajak Restoran, tingkat efisiensi 
pemungutan Pajak Restoran, dan kontribusi Pajak Restoran untuk 
Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, agar masyarakat memahami 
bahwa pemungutan Pajak Restoran merupakan sumber bagi pendanaan 
pembangunan Kota Makassar. 
3. Kegunaan Kebijakan 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam mengambil kebijakan 
mengenai penggalian potensi Pajak Restoran dalam rangka 
meningkatkan penerimaan daerah Kota Makassar. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pembaca 
memahami isi penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi 
menjadi lima bab yang diuraikan sebagai berikut: 
Bab I :  Pendahuluan 
Dalam bab ini akan dipaparkan latar belakang masalah, rumusan 
masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan penelitian yang 
berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, kegunaan 
penelitian, serta sistematika penulisan penelitian. 
Bab II :  Tinjauan Pustaka 
Bab ini akan menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan 
pajak secara umum, pajak daerah, pajak restoran, Pendapatan 
Asli Daerah, dan realisasi Pajak Restoran. Dalam bab Tinjauan 





Bab III :  Metode Penelitian 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai rancangan penelitian, 
tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, definisi dan operasional variabel, serta metode 
analisis data. 
Bab IV :  Hasil Penelitian 
Bab ini akan menjelaskan hasil dan pembahasan yang diuraikan 
secara deskriptif, dimulai dari gambaran umum penelitian beserta 
data yang digunakan hingga menjawab permasalahan penelitian 
yang diangkat berdasarkan pada hasil pengolahan data dalam 
penelitian. 
Bab V :  Penutup 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan penelitian 
sesuai dengan hasil pembahasan, saran yang diharapkan 
berguna bagi kebijakan terkait tentang kontribusi penerimaan 













2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah 
2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah 
 Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan 
daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan 
self supporting dalam bidang keuangan. Pemerintah daerah tidak akan dapat 
melaksanakan fungsinya dengan efektif tanpa pendapatan daerah yang cukup 
untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh 
karena itu, daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan 
penerimaan pendapatan daerahnya.  
 Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari penerimaan dana 
perimbangan yang dialokasikan kepada daerah dan pendapatan daerah itu 
sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah 
yang sah. 
Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah 
penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya 
sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang 




Pendapatan Asli Daerah dikategorikan sebagai pendapatan rutin dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah 
merupakan pendapatan yang diperoleh dari penggalian potensi yang dimiliki oleh 
daerah dan digunakan untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan daerah. 
Jadi, dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah sumber 
penerimaan daerah dari usaha-usaha pemerintah daerah yang digunakan 
sebagai modal dasar dalam membiayai tugas dan tanggung jawabnya guna 
memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. 
Menurut Mardiasmo (2004:132) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli 
Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi 
daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.  
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari 
hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang 
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang diperoleh 
daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan (Siahaan, 2016:14). 
2.1.1.2 Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber-sumber 
Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:   
a. Pajak daerah  
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang 




berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintah daerah dan pembangunan daerah.  
b. Retribusi daerah  
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  
Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan 
penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang 
mencakup :  
1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah 
(BUMD).  
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara 
(BUMN). 
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 
swasta/kelompok.  
d. Lain-lain pendapatan yang sah  
Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah selain yang disebut di 
atas dan milik pemerintah daerah yang sah menurut peraturan 
perundang-undangan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan 
sebagai berikut:  
1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.  
2. Jasa giro. 
3. Pendapatan bunga.  




5. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain  sebagai akibat 
dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.  
6. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata 
uang asing.  
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.  
8. Pendapatan denda pajak.  
9. Pendapatan denda retribusi.  
10. Pendapatan eksekusi atas jaminan.  
11. Pendapatan dari pengembalian.  
12. Fasilitas sosial dan umum.  
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.  
14. Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan yang diadakan oleh 
daerah.  
2.1.1.3 Target Pendapatan Asli Daerah 
Target Pendapatan Asli Daerah adalah perkiraan hasil penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan tercapai dalam satu tahun anggaran. 
Menurut Suriadinata (2003:103) bahwa untuk memperoleh target Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) yang dapat dipertanggungjawabkan, penyusunannya perlu 
memperhitungkan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut adalah: 
1. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun anggaran 
yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang 
menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang 
menghambatnya. 
2. Kemungkinan pencarian jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya 




3. Data potensi objek pajak daerah dan estimasi perkembangan 
perkiraan penerimaan dari penetapan tahun berjalan.  
4. Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian tarif dan 
penyempurnaan sistem pemungutan. 
5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku 
wajib bayar.   
6. Kebijakan di bidang ekonomi dan moneter. 
 
2.1.2 Dasar-dasar Perpajakan 
2.1.2.1 Pengertian Pajak 
Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur merupakan cita-cita 
pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan secara 
berkesinambungan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik 
aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk itu pembangunan nasional diharapkan 
lebih terarah dan efektif dalam mewujudkan kesetaraan pembangunan yang adil 
merata. 
 Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang memberikan 
kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Kontribusi tersebut dapat 
terlihat dari adanya pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan, 
subsidi pangan, belanja pegawai berupa gaji guru dan polisi, serta bantuan sosial 
untuk keluarga miskin berupa bantuan biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini 
menunjukkan bahwa pajak berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat. 
 Masalah pajak merupakan masalah yang membelit setiap masyarakat 
dan negara. Kesenjangan pembangunan di daerah menunjukkan banyak potensi 




pengetahuan mengenai pajak untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat 
akan pentingnya membayar sebagai wajib pajak untuk pembiayaan 
pembangunan sehingga  pertumbuhan ekonomi dapat merata dan manfaat pajak 
dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.  
 Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang 
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya 
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan 
tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Adriani, 1991 dalam 
Darwin, 2010:15) 
 Soemitro mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat 
jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:3). 
 Pajak adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang yang harus 
dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau 
pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan 
sebagainya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:658). 
 Definisi Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 





 Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak memiliki pengertian 
dalam perspektif ekonomi maupun hukum. Pajak dalam perspektif ekonomi 
adalah pengalihan sumber daya dari sektor privat (warga negara) kepada sektor 
publik (masyarakat). Sedangkan, pajak dalam perspektif hukum adalah 
kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada 
negara berdasarkan undang-undang. 
 Dari beberapa pengertian tentang pajak, dapat diketahui bahwa pajak 
memiliki unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak, yaitu: 
1. Pajak dipungut berupa iuran yang berupa uang (bukan barang) dan 
hanya pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang berhak 
memungut pajak dari masyarakat. 
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 
aturan pelaksanaannya yang bersifat memaksa karena memiliki ikatan 
hukum. 
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 
(jasa timbal) individual oleh negara, baik pemerintah pusat maupun 
daerah. Dengan kata lain, tidak ada balas jasa langsung kepada 
pembayar pajak karena jika ada, maka hal tersebut merupakan 
pembelian atau retribusi. 
4. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan rumah 
tangga pemerintah pusat maupun daerah, dan bila dari pemasukannya 
masih terdapat surplus (public saving), maka dapat dipergunakan untuk 








2.1.2.2 Fungsi Pajak 
 Menurut Mardiasmo (2016:4), fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu: 
1. Fungsi Anggaran (budgetair) 
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluarannya, baik pengeluaran rutin dalam 
melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai 
pembangunan. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai 
penerimaan dalam negeri. 
2. Fungsi Mengatur (regulerend) 
 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: 
pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dan barang-barang mewah 
untuk mengurangi konsumsi minuman keras dan gaya hidup konsumtif. 
 
2.1.2.3 Asas-asas Pemungutan Pajak 
 Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Adam Smith (Darwin, 2010:33), menyatakan bahwa pemungutan pajak 
hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut: 
1. Asas Keadilan (Equality)  
Asas equality disebut juga asas keadilan dalam pemungutan pajak. 
Dalam asas ini, suatu negara tidak boleh mengadakan suatu diskriminasi 
di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib 
pajak harus dikenakan pajak yang sama pula. Pembagian tekanan pajak 
di antara subjek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang dengan 
penghasilan yang diperoleh oleh masing-masing subjek pajak dan berada 




2. Asas Kepastian (Certainty)  
Asas certainty merupakan asas yuridis dalam pemungutan pajak. Pajak 
yang dibayar oleh seseorang (wajib pajak) harus pasti dan tidak 
mengenal kompromi antara wajib pajak dengan petugas pajak. Dalam 
asas ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah mengenai subjek, 
objek, besarnya pajak, dan ketentuan mengenai waktu pembayaran 
pajak. 
3. Asas Keuangan (Convenient)  
Asas convenient ini merupakan asas finansial dalam pemungutan pajak, 
di mana pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para 
wajib pajak yaitu pada saat para wajib pajak sedang mempunyai uang 
untuk membayar pajak. 
4. Asas Efisiensi (Efficiency) 
Asas efisiensi ini sering juga disebut asas ekonomis dalam pemungutan 
pajak. Asas ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya 
dilakukan sehemat-hematnya, dengan kata lain biaya pemungutan pajak 
tersebut tidak melebihi jumlah pajak yang dapat dihasilkan.  
 Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9) 
adalah sebagai berikut: 
a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) 
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak 
yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 
dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam 
negeri. 
b. Asas Sumber Penghasilan 
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 




c. Asas Kebangsaan 
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan 
kebangsaan suatu negara. 
 Secara umum, pemungutan pajak oleh negara akan dikembalikan lagi 
kepada masyarakat secara tidak langsung melalui pembangunan infrastruktur, 
peningkatan kesejahteraan sosial, dan pelayanan pemerintah. Beberapa teori 
yang menjelaskan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut 
pajak dari rakyatnya (Brotodihardjo, 1993 dalam Darwin, 2010:34), yaitu:  
1. Teori Asuransi 
 Menurut teori ini, negara mempunyai tugas melindungi rakyat dan segala 
kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa, serta harta bendanya, 
sehingga untuk memenuhi perlindungan tersebut maka diperlukan pembayaran 
premi seperti asuransi. Pajak dianggap sebagai premi asuransi yang harus 
dibayar oleh masyarakat suatu bangsa karena telah mendapat perlindungan dari 
negara. 
2. Teori Kepentingan  
 Teori ini menitikberatkan kepada pembagian beban pajak yang harus 
dipungut dari masyarakat yang berdasarkan pada besarnya kepentingan dari 
orang tersebut kepada negara. Orang yang memiliki banyak kepentingan yang 
harus dipenuhi oleh negara wajib membayar pajak lebih besar, demikian pula 
sebaliknya, apabila kepentingan yang harus dipenuhi oleh negara sedikit maka 
akan membayar pajak dengan jumlah yang lebih kecil. 
3. Teori Daya Pikul 
 Menurut teori ini, dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-
jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya. Untuk keperluan ini, maka 
diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati 




yang harus dibayar oleh setiap orang penikmat jasa yang diberikan oleh 
pemerintah. Tekanan pajak harus sama atas setiap orang, dalam arti bahwa 
pajak harus dibayar menurut daya pikul seseorang dan ukuran daya pikulnya 
adalah besarnya penghasilan yang diperoleh dan kebutuhan materiil yang harus 
dipenuhi. 
4. Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti) 
 Berlawanan dengan ketiga teori di atas, teori ini tidak mengutamakan 
kepentingan negara di atas kepentingan warganya. Teori ini berdasarkan atas 
paham bahwa karena sifat negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut 
pajak, di mana masyarakat suatu negara menyadari secara penuh bahwa hakikat 
dalam membayar pajak merupakan kewajiban untuk membuktikan tanda 
baktinya terhadap negara. 
5. Teori Asas Daya Beli 
 Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak dapat disamakan dengan 
sistem kerja pompa, yaitu menarik daya beli dari masing-masing rumah tangga 
dalam masyarakat untuk membiayai rumah tangga negara dan kemudian 
menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud memelihara hidup 
masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan 
bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap 
sebagai dasar keadilan dalam pemungutan pajak, bukan kepentingan individu 
maupun kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang lebih 
diutamakan. 
2.1.2.4 Syarat Pemungutan Pajak 
 Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 






1. Syarat Keadilan 
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 
maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam 
perundang-undangan diantaranya yaitu mengenakan pajak secara umum 
dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 
Sedangkan, adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak 
bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam 
pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak. 
2. Syarat Yuridis 
Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Di Indonesia, 
pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan 
jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun 
warganya.                                                                                              
3. Syarat Ekonomis 
Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan 
produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 
perekonomian masyarakat. 
4. Syarat Finansiil 
Pemungutan pajak harus efisien. Sesuai fungsi budgetair, biaya 
pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana 
Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan 
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 
Sebagai contoh: Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif 




2.1.2.5 Sistem Pemungutan Pajak 
Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa sistem pemungutan pajak 
(Mardiasmo, 2016:9), yaitu: 
1. Official Assessment System 
 Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 
pajak. Ciri-cirinya, yaitu: 
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
fiskus. 
b. Wajib pajak bersifat pasif. 
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) 
oleh fiskus. 
2. Self Assessment System 
 Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib 
pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya 
sebagai berikut: 
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
wajib pajak sendiri. 
b. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang. 
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
3. With Holding System 
 Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 
ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan, untuk 
memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan undang-undang 




2.1.2.6 Pembagian Jenis Pajak 
 Dalam Mardiasmo (2016:7), dijelaskan bahwa terdapat beberapa jenis 
pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 
1. Menurut Golongan 
Pembagian pajak menurut golongan terdiri atas: 
a. Pajak Langsung 
Dalam pengertian ekonomi, pajak langsung adalah pajak yang harus 
dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa 
dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. 
Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang 
bersangkutan. Dalam pengertian administratif, pajak langsung 
adalah pajak yang dipungut secara berkala.  Contoh: Pajak 
Penghasilan.  Pajak  Penghasilan  dibayar atau  ditanggung sendiri, 
baik oleh badan maupun pribadi yang memperoleh penghasilan 
tersebut. 
b. Pajak Tidak Langsung 
Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang 
pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain 
atau pihak ketiga. Dalam pengertian administratif, pajak tidak 
langsung terjadi jika terjadi suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang 
menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan 
barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, 







2. Menurut Sifat 
Pembagian pajak menurut sifat, yaitu: 
a. Pajak Subjektif 
Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan pribadi atau daya pikul 
wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan. 
b. Pajak Objektif 
Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya baik itu 
berupa benda, keadaan, perbuatan ataupun peristiwa yang  
mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar dengan tidak 
memerhatikan keadaan diri wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 
3. Menurut Lembaga Pemungut 
Pembagian pajak menurut lembaga pemungut terdiri atas: 
a. Pajak Pusat 
Pajak Negara atau Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh 
Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh 
Departemen Keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah 
tangga negara. Pajak pusat terbagi menjadi dua lembaga pemungut, 
yaitu: 
1) Pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak.  
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 
Bumi dan Bangunan, serta Bea Materai. 
2) Pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.  
Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak 





b. Pajak Daerah 
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 
seperti Provinsi, Kabupaten maupun Kota berdasarkan Peraturan 
Daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan 
rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah terdiri dari: 
1) Pajak Provinsi.  
  Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok. 
2) Pajak Kabupaten/Kota.  
Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. 
2.1.2.7 Tarif Pengenaan Pajak 
Terdapat empat macam tarif pengenaan pajak (Mardiasmo, 2016:11), 
yaitu: 
1. Tarif Sebanding/Proporsional 
Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang 
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional 
terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: Untuk 
penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan 
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 
2. Tarif Tetap 
 Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah 
yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 
Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan 
nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,-. 
3. Tarif Progresif 
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang 




berpenghasilan sampai dengan Rp 50.000.000,- per tahun dikenakan 
tarif pajak sebesar 5% dan di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan 
Rp 250.000.000,- per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%. 
Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi 
tiga, yaitu: 
a. Tarif progresif progresif, yaitu kenaikan persentase yang semakin 
besar. 
b. Tarif progresif tetap, yaitu kenaikan persentasenya tetap. 
c. Tarif progresif degresif, yaitu kenaikan persentase yang semakin 
kecil. 
4. Tarif Degresif 
 Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang 
dikenai pajak semakin besar. Contoh: Bea Cukai. Ketika objek pajak yang 
ingin diimpor bernilai sampai dengan Rp 25.000.000,-  maka barang tersebut 
akan terkena bea cukai sebesar 15%. Ketika objek pajak yang ingin diimpor 
berkisar antara Rp 25.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,- maka 
barang tersebut akan terkena bea cukai sebesar 12,5%. Hal ini dimaksudkan 
untuk memicu agar lebih meningkatkan perdagangan internasional. 
 
2.1.3 Pajak Daerah 
2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah 
 Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu “kontribusi wajib kepada 
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 





 Adapun yang dimaksud dengan pajak daerah hampir tidak ada bedanya 
dengan pengertian pajak pada umumnya yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh 
orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung 
yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.(Darwin, 2010:68) 
 Sementara menurut Siahaan (2016:10), pajak daerah adalah pajak yang 
ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang 
wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya 
digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam 
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.  
2.1.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah 
 Pemungutan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah 
ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat. Beberapa landasan hukum yang 
mengatur tentang pemungutan pajak daerah, yaitu: 
1. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
3. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak 
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak. 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 




7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 
8. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan 
Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang 
pajak daerah. 
 
2.1.3.3 Jenis-jenis Pajak Daerah 
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah menyatakan bahwa terdapat 16 (enam belas) pajak daerah 
yang terdiri dari 5 (lima) pajak provinsi dan 11 (sebelas) pajak kabupaten/kota. 
Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditentukan 
sebagaimana yang akan dijelaskan selanjutnya. Pajak daerah dapat tidak 
dipungut apabila potensinya kurang memadai atau disesuaikan dengan kebijakan 
daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Keenam belas pajak daerah 
tersebut diuraikan sebagai berikut: 
1. Pajak Provinsi 
 Pajak Provinsi adalah pajak daerah yang kewenangan pemungutannya 
dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi yang dalam hal ini adalah 
Dinas Pendapatan Provinsi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang 
penetapannya seragam di seluruh Indonesia. Objek pajak provinsi ini terbilang 
sempit karena jika ingin diperluas maka harus melalui perubahan dalam undang-
undang. Pajak provinsi terdiri dari: 
a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau 





b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas 
penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian 
dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena 
jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam 
badan usaha. Tarif  BBNKB ditetapkan paling tinggi 20%. 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas 
penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif PBBKB 
ditetapkan paling tinggi 10%. 
d. Pajak Air Permukaan 
Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau 
pemanfaatan air permukaan. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan 
paling tinggi 10%. 
e. Pajak Rokok 
Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 
pemerintah. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10%. 
2. Pajak Kabupaten/Kota 
Pajak Kabupaten/kota adalah pajak daerah yang kewenangan 
pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota 
yang dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah dan diatur dalam Peraturan 
Daerah masing-masing. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan 
dengan objek pajak provinsi karena masih dapat diperluas berdasarkan 
peraturan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-





a. Pajak Hotel 
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 
Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%. 
b. Pajak Restoran 
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 
restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%. 
c. Pajak Hiburan 
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Tarif 
Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%. 
d. Pajak Reklame 
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Tarif 
Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%. 
e. Pajak Penerangan Jalan 
Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, 
baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif 
Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%. 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam 
di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Tarif Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 
25%. 
g. Pajak Parkir 
Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar 
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 




tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif Pajak Parkir ditetapkan 
paling tinggi 30%. 
h. Pajak Air Tanah 
Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau 
pemanfaatan air tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 
sebesar 20%. 
i. Pajak Sarang Burung Walet 
Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan 
dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Tarif Pajak Sarang 
Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak 
atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling 
tinggi sebesar 0,3%. 
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak 
atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Tarif BPHTB 
ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. 
2.1.3.4 Tolak Ukur Penilaian Potensi Penerimaan Pajak Daerah 
Guna menilai potensi Pajak Daerah sebagai penerimaan daerah, 
diperlukan beberapa kriteria atau tolak ukur dalam penilaiannya. Menurut Davey 
(1988, dalam Darwin, 2010:68), terdapat empat kriteria untuk menilai potensi 




1. Kecukupan dan Elastisitas 
Yang dimaksud dengan kecukupan dan elastisitas dalam menilai potensi 
Pajak Daerah adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan 
agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran Pemerintah 
Daerah dan dasar pengenaan pajaknya diharapkan berkembang secara 
otomatis. Contoh: karena terjadi inflasi maka akan terjadi kenaikan harga-harga 
yang seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk di daerah tersebut dan 
bertambahnya pendapatan individu masyarakat di suatu daerah. Dalam hal ini, 
elastisitas mempunyai dua dimensi yaitu: 
a. Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan Pajak Daerah itu sendiri. 
Dasar pengenaan Pajak Daerah yang dimaksud di sini adalah jumlah 
harta tetap, pendapatan, atau transaksi komersial yang menjadi 
dasar perhitungan Pajak Daerah. 
b. Sebagai kemudahan untuk memungut pajak tersebut dengan 
membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan 
perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk, atau produk 
nasional bruto (GNP). 
2. Keadilan  
Prinsip keadilan yang dimaksud di sini adalah bahwa pengeluaran 
Pemerintah Daerah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai 
dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Keadilan dalam 
hal perpajakan daerah mempunyai tiga dimensi, yaitu: 
a. Keadilan secara vertikal, yaitu hubungan dalam pembebanan pajak 
atas tingkat pendapatan yang berbeda-beda. 
b. Keadilan secara horizontal, yaitu hubungan pembebanan pajak 




c. Keadilan secara geografis, yaitu pembebanan pajak yang harus adil 
antar penduduk di berbagai daerah. 
3. Kemampuan Administratif 
Kemampuan administratif yang dimaksud di sini mengandung  pengertian 
bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan 
memungut pajak sebanding dengan hasil penerimaan Pajak Daerah yang 
mampu dicapai. 
4. Kesepakatan Politis 
Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan 
struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak 
tersebut ditetapkan, serta memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. 
Sementara itu, menurut Nick Devas dari Ohio University dalam bukunya 
“Financing Local Government In Indonesia” (dalam Darwin, 2010:102), suatu 
pajak daerah dikatakan baik apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. Penghasilan (Yield) 
Dari segi penghasilan, suatu Pajak Daerah harus memenuhi tujuan 
dipungutnya pajak daerah tersebut, stabil dan dapat diprediksi, dapat 
mengantisipasi gejolak inflasi dan pertumbuhan penduduk, serta biaya 
untuk memungut harus proporsional dengan hasil yang diperoleh. 
b. Keadilan (Equity) 
Dari segi keadilan, Pajak Daerah tersebut harus mencerminkan dasar 
pengenaan dan kewajiban bayar yang jelas dan tidak semena-mena.  
c. Efisiensi (Economic Efficiency) 
Dari segi efisiensi, Pajak Daerah tersebut harus mampu menimbulkan 
efisiensi dalam alokasi sumber-sumber ekonomi daerah, mencegah 
distorsi ekonomi, dan mencegah ekses dari beban pajak terhadap 




d. Implementasi (Ability to Implement) 
Pajak Daerah tersebut dapat diimplementasikan secara efektif, baik 
dalam bidang politik maupun kapasitas administrasi. 
e. Sesuai sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Suitability as a Revenue 
Source) 
Dalam hal ini, harus ada kejelasan untuk daerah mana Pajak Daerah 
tersebut diterapkan dan bagaimana cara pemungutannya guna 
mencegah usaha-usaha penghindaran Pajak Daerah dari wajib pajak 
daerah, objek pajak tidak mudah dialihkan dari satu daerah ke daerah 
lainnya, pengurasan sumber-sumber ekonomi daerah, dan 
pemaksaan daerah-daerah yang kurang kapasitas administrasinya. 
2.1.3.5 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 
 Menurut Soemitro (1990), peningkatan pajak daerah dapat dilakukan 
melalui dua cara, yaitu: 
1. Intensifikasi Pajak Daerah 
 Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu 
subjek dan objek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak 
daerah serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi 
kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui 
beberapa cara, yaitu: 
a. Penyempurnaan administrasi pajak daerah. 
b. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut. 
c. Penyempurnaan Undang-Undang Pajak Daerah. 
2. Ekstensifikasi Pajak Daerah 
 Ekstensifikasi pajak daerah yaitu upaya memperluas subjek dan objek 
pajak daerah serta melakukan penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak daerah 




a. Perluasan wajib pajak daerah. 
b. Penyempurnaan tarif. 
c. Perluasan objek pajak daerah. 
 
2.1.4 Pajak Restoran 
2.1.4.1 Pengertian Pajak Restoran 
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran adalah “pajak atas pelayanan yang 
disediakan oleh restoran.” Sedangkan, yang dimaksud dengan restoran adalah 
“fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang 
mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya 
termasuk jasa boga/katering.” 
 Dalam pemungutan Pajak Restoran, terdapat beberapa terminologi yang 
penting untuk diketahui (Siahaan, 2016:328), yaitu: 
1. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk 
apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya 
melakukan usaha di bidang restoran. 
2. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima 
sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai 
pembayaran kepada pemilik restoran. 
3. Bon Penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai 
bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat 
mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan/atau 
minuman kepada subjek pajak. 
2.1.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran 
Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar 




yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten 
atau kota adalah sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 
3. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak 
Restoran. 
4. Keputusan bupati atau walikota yang mengatur tentang Pajak 
Restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang 
Pajak Restoran pada kabupaten/kota yang bersangkutan.  
 Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah 
kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan 
kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk 
mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh 
karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, 
pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang 
Pajak Restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis 
pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Restoran di daerah kabupaten 
atau kota yang bersangkutan.  
 Di Kota Makassar, ketentuan tentang Pajak Restoran diatur dalam 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 
Kota Makassar. Dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan berbagai hal yang 
diatur, diantaranya adalah: 
a. Pasal 11 tentang objek pajak restoran dan pelayanan yang disediakan 
oleh restoran. 




c. Pasal 13 tentang dasar pengenaan pajak restoran dan tarif pajak 
restoran. 
d. Pasal 14 tentang besaran pokok pajak restoran. 
2.1.4.3 Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan Objek Pajak Restoran 
Instrumen pemungutan Pajak Restoran adalah subjek pajak, wajib pajak, 
dan objek Pajak Restoran. Pada Pajak Restoran, yang menjadi subjek pajak 
adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari 
restoran. Secara sederhana, yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang 
membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib Pajak Restoran adalah 
orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan 
perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. 
Dengan demikian, pada Pajak Restoran subjek pajak dan wajib pajak tidaklah 
sama, di mana konsumen yang membeli makanan dan/atau minuman dari 
restoran merupakan subjek pajak yang membayar Pajak Restoran, sementara 
orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib 
pajak yang diberi kewenangan untuk memungut Pajak Restoran dari konsumen 
(subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan 
menyetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah. 
 Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. 
Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan 
dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat 
pelayanan maupun di tempat lain. Yang termasuk dalam kategori restoran atau 
tempat pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman, yaitu: 
1. Rumah Makan 





4. Kantin  
5. Bar 
6. Pelayanan Usaha Jasa Boga (Katering)  
 Pada Pajak Restoran, tidak semua pelayanan yang diberikan oleh 
restoran dikenakan pajak. Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa yang tidak termasuk 
objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai 
penjualannya tidak melebihi Rp250.000,- dalam satu hari. 
2.1.4.4 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran 
 Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang 
diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Dalam hal ini, pembayaran 
yang dimaksud adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak 
(konsumen) kepada wajib pajak (pemilik restoran) untuk harga jual, baik jumlah 
uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib 
pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan/atau minuman, termasuk 
juga semua tambahan biaya dengan nama apa pun yang berkaitan dengan 
pelayanan usaha restoran, seperti service charge. 
 Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan 
harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. 
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah 
kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan 
kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota, asalkan tidak lebih dari sepuluh 
persen. Berdasarkan Perda Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010, tarif Pajak 
Restoran di Kota Makassar ditetapkan sebesar sepuluh persen.   
 Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, 




Pajak Restoran Terutang =   Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak  
     =   Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yang Diterima 
          atau yang Seharusnya Diterima Restoran 
2.1.4.5 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah 
Pemungutan Pajak Restoran 
 Masa Pajak Restoran merupakan jangka waktu yang lamanya sama 
dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan 
keputusan bupati/walikota. Tahun Pajak Restoran adalah jangka waktu yang 
lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang 
tidak sama dengan tahun takwim. 
 Pajak yang terutang merupakan Pajak Restoran yang harus dibayar oleh 
wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut 
ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran yang ditetapkan oleh 
pemeirntah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa 
pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pelayanan di restoran. 
Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat 
restoran berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah 
kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap restoran yang berlokasi dan 
terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya. 
2.1.4.6 Pemungutan dan Penetapan Pajak Restoran 
1. Pemungutan Pajak Restoran 
Setiap pengusaha restoran yang menjadi wajib pajak dalam memungut 
pembayaran Pajak Restoran dari konsumen yang menggunakan jasa restoran 
harus mempergunakan bon penjualan atau nota pesanan (bill), kecuali 
ditetapkan lain oleh bupati atau walikota. Pengertian penggunaan bon penjualan 
adalah penggunaan mesin cash register sebagai bukti pembayaran. Bon 




stempel oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Wajib pajak diwajibkan 
melegalisasi bon penjualan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, 
kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Bagi wajib pajak 
yang dikecualikan melegalisasi bon penjualan, wajib mengajukan permohonan 
secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Wajib pajak yang wajib 
melegalisasi bon penjualan, tetapi menggunakan bon penjualan yang tidak 
dilegalisasi akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar dua 
persen dari dasar pengenaan pajak. 
Bon penjualan harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai bukti 
pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar 
oleh subjek pajak. Kewajiban wajib pajak untuk menerbitkan dan menyerahkan 
bon penjualan kepada subjek pajak, selain untuk kepentingan pengawasan 
terhadap peredaran usaha wajib pajak, juga dimaksudkan sebagai bagian untuk 
mensosialisasikan kesadaran tentang Pajak Restoran kepada masyarakat selaku 
subjek pajak. Wajib pajak yang tidak menggunakan bon penjualan akan 
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar dua persen dari dasar 
pengenaan pajak. 
Pemungutan Pajak Restoran tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh 
proses kegiatan pemungutan Pajak Restoran tidak dapat diserahkan kepada 
pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan 
pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir 
perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau pengumpulan data 
objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak 
ketiga adalah perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan 





2. Penetapan Pajak Restoran 
 Setiap pengusaha restoran yang menjadi wajib pajak wajib menghitung, 
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Restoran yang 
terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). 
Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan Pajak Restoran pada dasarnya 
merupakan sistem self assessment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan 
penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri 
pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini, petugas Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditunjuk oleh bupati/walikota 
menjadi fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban 
pajak oleh wajib pajak. 
 Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya 
kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah dengan menerbitkan 
SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, 
tetapi tanpa perhitungan pajak. Dalam hal ini, SPTPD dimasukkan bersamaan 
dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten/Kota. SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh 
hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang 
ditetapkan oleh bupati atau walikota. Apabila setelah lewat waktu yang 
ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, 
wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen 
sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). 
 Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, 
bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
(SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 




Pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh 
wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak ini untuk memberikan kepastian 
hukum agar perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak 
dalam SPTPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak 
daerah. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak tertentu 
yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena 
ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. 
2.1.4.7 Pembayaran dan Penagihan Pajak Restoran 
1. Pembayaran Pajak Restoran 
 Pajak Restoran terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan 
dalam Peraturan Daerah. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 
penyetoran Pajak Restoran ditetapkan oleh bupati atau walikota. Apabila kepada 
wajib pajak diterbitkan SKPDKB, DKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang 
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, maka Pajak 
Restoran harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan. 
 Pembayaran Pajak Restoran yang terutang dilakukan ke kas daerah, 
bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati atau walikota sesuai waktu yang 
ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran 
pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus 
disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang 
ditentukan oleh bupati atau walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran 
pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. 
 Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak 
Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Bagi 




pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan 
oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan 
pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak akan 
mudah terpantau oleh Dinas Pendapatan Daerah. Di samping itu, bentuk, isi, 
ukuran buku penerimaan, dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan 
keputusan bupati/walikota. 
 Dalam keadaan tertentu, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat 
memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran 
Pajak Restoran terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk mengangsur 
pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak. Angsuran 
pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-
turut dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak 
yang belum atau kurang dibayar. Selain memberikan persetujuan mengangsur 
pembayaran pajak, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan 
persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak terutang 
dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. 
Pemberian persetujuan untuk menunda pembayaran pajak diberikan atas 
permohonan wajib pajak, dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan 
dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Persyaratan untuk dapat 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran 
angsuran ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. 
2. Penagihan Pajak Restoran 
 Apabila Pajak Restoran yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo 
pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan 




dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak 
yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih 
dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang 
sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat 
peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan 
dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu 
tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis 
diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. 
 Selanjutnya, bila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak 
dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat 
peringatan atau surat lain yang sejenis, maka akan ditagih dengan Surat Paksa. 
Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dilanjutkan dengan 
tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan jika wajib pajak 
tidak juga melunasi utang Pajak Restoran sebagaimana mestinya. Apabila 
dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, 
pemerintah kabupaten/kota diberi hak mendahulu untuk tagihan pajak atau 
barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak 
mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, 
denda, dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan tentang hak mendahulu ini 
adalah untuk memberikan jaminan kepada daerah mengenai pelunasan utang 
Pajak Restoran bila pada saat yang bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak 
dan juga utang/kewajiban perdata kepada kreditur lainnya, sementara wajib 
pajak tidak mampu melunasi semua utangnya sehingga dinyatakan pailit. 
 Dalam kondisi tertentu, bupati/walikota dapat melakukan penagihan pajak 
tanpa menunggu batas waktu pembayaran Pajak Restoran yang ditetapkan oleh 






Restoran merupakan suatu usaha komersial yang menyediakan jasa 
pelayanan makan dan minum bagi umum dan dikelola secara profesional 
(Soekresno, 2000 dalam Prasetya, 2012:31).  
 Definisi usaha restoran menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar 
Usaha Restoran adalah “usaha penyediaan jasa makanan dan minuman 
dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, 
penyimpanan, dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah 
dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.” Menurut peraturan ini, 
usaha restoran terbagi menjadi Restoran Bintang dan Restoran Non Bintang, dan 
pemilik usaha restoran yang dimaksud dapat merupakan usaha perseorangan 
atau badan usaha (PT, CV, Fa, dan Koperasi) yang berbadan hukum atau tidak 
berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010, 
Restoran adalah “fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan 
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, 
bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.” 
 Dilihat dari pengelolaan dan sistem penyajiannya, Soekresno dalam 
Prasetya (2012:31) mengklasifikasikan restoran menjadi tiga kelompok, yaitu: 
1. Formal Restaurant 
Formal Restaurant adalah restoran yang dikelola secara komersial 
dan profesional dengan pelayanan eksklusif. Contoh dari Formal 
Restaurant, yaitu Members Restaurant, Super Club, Gourmet, Main 





2. Informal Restaurant 
Informal Restaurant adalah restoran yang dikelola secara komersial 
dan profesional dengan lebih mengutamakan kecepatan pelayanan, 
kepuasan, dan percepatan frekuensi pelanggan. Contoh dari restoran 
ini, antara lain Café, Fast Food Restaurant, Coffee Shop, Bistro, 
Canteen Family Restaurant, Pub, Sandwich Corner, Burger Corner, 
dan Snack Bar. 
3. Speciality Restaurant 
Pengertian dari restoran ini adalah restoran yang dikelola secara 
komersial dan profesional dengan menyediakan makanan dan/atau 
minuman khas dan diikuti dengan sistem penyajian yang khas dari 
suatu negara tertentu. Contoh dari Speciality Restaurant, diantaranya 
Indonesian Food Restaurant, Thai Food Restaurant, Japanese Food 
Restaurant, Korean Food Restaurant, dan lain-lain. 
 
2.1.6 Realisasi  
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), realisasi diartikan 
sebagai proses menjadikan nyata, perwujudan, dan pelaksanaan yang nyata. 
Dalam penelitian ini, realisasi penerimaan Pajak Restoran yang dimaksud adalah 
jumlah penerimaan Pajak Restoran yang nyata yaitu Pajak Restoran yang benar-
benar diterima dan dicapai pada periode tertentu yang kemudian dibandingkan 
dengan target penerimaan Pajak Restoran. 
 
2.1.7 Kontribusi  
 Kontribusi dalam penelitian ini diartikan sebagai jumlah sumbangsih yang 
diberikan penerimaan Pajak Restoran dalam perhitungan Pendapatan Asli 




pada periode tertentu dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
pada periode tertentu dapat dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 
kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. 
Semakin besar hasil penerimaan Pajak Restoran, maka semakin besar 
sumbangan yang diberikan Pajak Restoran terhadap realisasi penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah. 





QX : Realisasi penerimaan Pajak Restoran atau realisasi biaya 
   pemungutan Pajak Restoran  
QZ : Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
n : Tahun (periode tertentu)  
 
2.2 Penelitian Terdahulu 
Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan 
penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan 
Pajak Restoran, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 
yang dirangkum dalam Tabel 2.1 berikut. 
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 
 
Judul dan Penulis Variabel 
Penelitian 





Salah Satu Sumber 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) (Studi 
pada Dinas 
Pendapatan Daerah 






















 Pengelolaan pemungutan 
pajak restoran Kota Batu 
selama periode tahun 
2008-2013 telah efektif, 
dengan rata-rata tingkat 
efektivitas sebesar 
92,12%. 
 Rata-rata kontribusi pajak 
restoran terhadap PAD 
Kota Batu dalam tahun 
2008-2013 sebesar 3,36% 
per tahun. 
Kontribusi Pajak Restoran = 
𝑄𝑋𝑛
𝑄𝑍𝑛





 Efektivitas, pertumbuhan, 
dan kontribusi pajak 
restoran pada tahun 2008-






Kontribusi Pajak Hotel 
dan Pajak Restoran 
terhadap Pendapatan 
Asli Daerah Kota 
Balikpapan (Karundeng 















 Realisasi penerimaan 
Pajak Restoran dari tahun 
2009 sampai dengan 
tahun 2013 selalu 
mencapai target yang 
ditetapkan. 
 Kontribusi penerimaan 
Pajak Restoran terhadap 
PAD pada tahun 2009-
2013 mengalami naik 
turun. 
 Laju pertumbuhan Pajak 
Restoran mengalami 





Pajak Hotel dan 
Restoran terhadap 
Pendapatan Asli 














 Rata-rata kelebihan 
realisasi terhadap target 
Pajak Hotel dan Restoran 
Kota Samarinda sebesar 
6,86% dari rata-rata yang 
telah ditargetkan. 
 Rata-rata kontribusi Pajak 
Hotel dan Restoran 
terhadap Pendapatan Asli 
Daerah selama kurun 
waktu 6 tahun sebesar 
12,56% . 
 Adanya kenaikan 
penerimaan Pajak Hotel 
dan Restoran sebesar 
puluhan, maka rata-rata 








Pajak Restoran dalam 
Meningkatkan 
Pendapatan Asli 
Daerah (Studi pada 
Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten 












 Tingkat efektivitas Pajak 
Restoran cukup tinggi, 
namun kontribusi Pajak 
Restoran terhadap 
Pendapatan Asli Daerah 






Pajak Hotel dan 
Restoran terhadap 
Pendapatan Asli 












 Tingkat efektivitas dari 
Pajak Hotel dan Pajak 
Restoran Kota Manado 
pada tahun 2007-2011 




persentase lebih dari 
100%.  
 Secara keseluruhan, 
kontribusi Pajak Hotel dan 
Pajak Restoran pada 
tahun 2007-2011 
memberikan kontribusi 
yang baik terhadap PAD, 
sehingga dapat 
mempengaruhi jumlah 
PAD yang diterima. 
 
Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penelitian terdahulu memiliki 
variabel yang sama, namun di lokasi dan periode waktu yang berbeda, di mana 
pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
dan mengambil periode tahun 2012-2016. Selain itu, penelitian ini menggunakan 
metode penelitian yang sama, yakni metode analisis deskriptif kuantitatif, serta  
menggunakan alat analisis yang sama, yakni analisis laju pertumbuhan, analisis 
efektivitas, analisis efisiensi dan analisis kontribusi. Penelitian terdahulu juga 
membantu penelitian ini dalam mencapai suatu hasil penelitian yang akurat. 
 
2.3 Kerangka Pemikiran 
Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima 
oleh pemerintah daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran dari 
kewajibannya mengurus rumah tangga daerah, yang terdiri dari sumbangan atau 
subsidi pemerintah pusat, pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain. Dalam hal 
ini pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki peran 




Pajak Restoran adalah salah satu pajak daerah yang masuk dalam 
wilayah kota atau kabupaten yang memiliki potensi penerimaan paling besar di 
Kota Makassar. Dalam pemungutan Pajak Restoran harus dilakukan dengan 
efektif dan efisien. Tingkat keefektifan dapat diukur dengan membandingkan 
antara hasil pajak yang dipungut dengan target pajak yang telah ditetapkan. Di 
sisi yang lain, tingkat efisiensi dapat diukur dengan membandingkan antara 
realisasi biaya pemungutan dengan hasil pajak yang dipungut. Pajak yang 
dipungut dengan efektif dan efisien akan mengoptimalkan penerimaan sehingga 
dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah.  
Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh 
dari rasio antara realisasi penerimaan Pajak Restoran terhadap realisasi 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dengan realisasi penerimaan Pajak 
restoran yang maksimal, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang tinggi 
terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, untuk mengetahui apakah 
kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah telah optimal dari 
segi biaya pemungutan, maka kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan 
Asli Daerah dapat dibandingkan dengan efisiensi pemungutan Pajak Restoran. 
Pendapatan Asli Daerah yang dicapai secara efektif dan efisien dapat membiayai 
pembangunan daerah secara maksimal. Secara sistematis kerangka pemikiran 



















































3.1 Rancangan Penelitian 
Setiap penelitian memerlukan suatu metode tertentu untuk menunjang 
penelitian dalam mencapai tujuan. Penggunaan metode dalam penelitian 
dimaksudkan untuk mendapatkan data, keterangan, dan dokumen yang sesuai 
dengan materi yang menjadi tujuan penelitian tersebut. Mengenai metode 
penelitian, terdapat berbagai macam metode yang pada dasarnya semua metode 
penelitian itu baik. Namun metode tersebut dapat dikatakan paling baik apabila 
metode itu sesuai dengan permasalahan, situasi dan kondisi dalam penelitian 
tersebut. 
Sesuai dengan permasalahannya, penelitian ini menggunakan 
pendekatan analisis data kuantitatif dan bila ditinjau dari tujuan dan sifatnya, 
penelitian ini bersifat deskriptif yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui 
pengamatan atau observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan 
terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendapatkan gambaran tentang 
realisasi dan kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota 
Makassar. 
Unit analisis dari penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Makassar. Horizon waktu penelitian ini selama satu bulan. Dalam waktu tersebut 
peneliti melakukan observasi, pengumpulan data yang ada, serta wawancara 
untuk dapat melihat kondisi di lapangan. 
 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan penulis dengan mengambil tempat di Dinas 




bulan yaitu pada pertengahan bulan April 2017 hingga pertengahan bulan Mei 
2017. 
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Data Primer 
Data Primer merupakan data yang diperoleh peneliti melalui pengamatan 
langsung dari hasil dokumentasi dan wawancara peneliti terhadap objek 
penelitian. Dalam penelitian ini, sumber datanya meliputi wawancara 
langsung dengan staf DISPENDA Kota Makassar. 
b. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang diambil dari catatan atau sumber lain 
yang telah ada yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (time 
series) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode 
tertentu. Sumber data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
adalah dokumen-dokumen mengenai target dan realisasi penerimaan 
Pajak Restoran Kota Makassar, jumlah wajib pajak restoran yang 
terdapat di Kota Makassar, jumlah biaya pemungutan Pajak Restoran, 
serta realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.  
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam sebuah penelitian diperlukan data yang objektif karena data 
digunakan sebagai sesuatu hal yang sangat mendasar yang akan menentukan 
apakah penelitian tersebut dapat dikatakan berhasil atau tidak.  
Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelola dalam penelitian ini, 




a. Penelitian Kepustakaan (library research).  
Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan 
menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari 
literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. 
b. Penelitian Lapangan (field research).  
Proses Perolehan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
mengadakan penelitian ke DISPENDA Kota Makassar dengan 
melakukan hal-hal sebagai berikut: 
1. Mengirimkan surat izin penelitian kepada pihak Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Makassar untuk mendapatkan persetujuan bagi 
peneliti untuk meneliti dan mengumpulkan informasi serta data 
yang diperlukan. 
2. Dokumentasi (documentation), merupakan penyelidikan terhadap 
dokumen, peraturan-peraturan, buku, atau catatan harian yang 
dikumpulkan dari DISPENDA Kota Makassar. 
 
3.5 Variabel Penelitian 
Menurut Sugiono dalam Indriani (2010:42), “Variabel Penelitian pada 
dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 
kemudian ditarik kesimpulannya. 
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu satu variabel bebas dan 
satu variabel terikat yang dijelaskan sebagai berikut. 
a. Variabel Independen (Variabel Bebas) 
Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi 




independen dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan Pajak 
Restoran. Realisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seberapa 
besar jumlah penerimaan Pajak Restoran yang nyata telah berhasil 
diwujudkan atau dipungut. 
b. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 
Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 
karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini 
adalah kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli 
Daerah. Kontribusi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seberapa 
besar sumbangsih penerimaan Pajak Restoran yang berhasil dipungut 
oleh DISPENDA Kota Makassar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 
Makassar, serta seberapa besar efisiensi penerimaan Pajak Restoran 
yang berhasil dipungut terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
Kota Makassar. 
 
3.6 Metode Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dapat diartikan 
sebagai suatu metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang diselidiki 
dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian yang 
dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya yang ada pada 
masa sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Metode 
penelitian deskriptif berusaha menggambarkan atau menganalisis suatu hasil 
penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. 
Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan realisasi penerimaan 
Pajak Restoran serta kontribusinya sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli 




Gx =  
𝑋𝑡−𝑋(𝑡−1)
𝑋(𝑡−1)
 x 100% 
 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan 
menggunakan model matematis, statistik, atau komputer yang banyak dituntut 
menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data 
tersebut hingga penampilan dari hasilnya. Oleh karena itu, metode deskriptif 
kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan suatu masalah, 
keadaan, dan peristiwa sebagaimana adanya yang diwakili dengan angka. 
Adapun langkah dalam menganalisis data sebagai berikut: 
1. Mencari data target Pajak Restoran. 
2. Mencari data realisasi penerimaan Pajak Restoran. 
3. Mencari data biaya pemungutan Pajak Restoran. 
4. Menghitung pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran, menghitung 
efektivitas penerimaan Pajak Restoran, menghitung efisiensi 
pemungutan Pajak Restoran, serta menghitung kontribusi penerimaan 
Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
 
3.6.1 Analisis Perhitungan Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran 
 Laju pertumbuhan Pajak Restoran adalah indikasi untuk mengukur 
seberapa besar kemampuan pemerintah daerah guna mempertahankan 
keberhasilan dan bahkan meningkatkannya dari periode tertentu ke periode 





 Gx  : Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran pertahun 
 Xt  : Realisasi penerimaan Pajak Restoran tahun tertentu 




 Menurut Idirwan dalam Halim (2007:291), kriteria untuk mengetahui 
peningkatan laju pertumbuhan Pajak Restoran didasari oleh indikator berikut ini: 
1. Hasil perhitungan laju pertumbuhan antara 0% - 30% berarti usaha 
pemerintah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran tidak 
berhasil. 
2. Hasil perhitungan laju pertumbuhan antara 30% - 55% berarti usaha 
pemerintah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran kurang 
berhasil. 
3. Hasil perhitungan laju pertumbuhan antara 55% - 70% berarti usaha 
pemerintah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran cukup 
berhasil. 
4. Hasil perhitungan laju pertumbuhan antara 70% - 85% berarti usaha 
pemerintah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran 
berhasil. 
5. Hasil perhitungan laju pertumbuhan antara 85% - 100% berarti usaha 
pemerintah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran sangat 
berhasil. 
 
3.6.2 Analisis Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran 
 Efektivitas dikaitkan dengan tingkat keberhasilan suatu operasi pada 
sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut 
berpengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan kepada 
masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan dari awal 
perencanaan. Dengan kata lain, efektivitas dapat dikatakan sebagai hubungan 
antara output dan tujuan atau merupakan ukuran seberapa besar keberhasilan 





 Jika konsep efektivitas dikaitkan dengan penerimaan Pajak Restoran, 
maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan 
Pajak Restoran mencapai target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. 
Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan 
Pajak Restoran yang dianggarkan dibandingkan dengan target yang telah 
ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.  
 Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas penerimaan Pajak 
Restoran Kota Makassar, yaitu: 
Efektivitas = 
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
Target Penerimaan Pajak Restoran
 x 100% 
  
Dari rumus efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas 
bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, di mana semakin besar rasio maka 
semakin efektif. Standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) di 
mana  realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio di bawah 
standar minimal keberhasilan dapat dikatakan belum efektif. Tingkat efektivitas 
penerimaan Pajak Restoran dapat dikategorikan sebagai berikut (Nurlan, 2006 
dalam Ardhiansyah, 2014:4): 
1. Hasil perhitungan efektivitas antara 0% - 60% berarti tingkat 
efektivitasnya tidak efektif. 
2. Hasil perhitungan efektivitas antara 60% - 80% berarti tingkat 
efektivitasnya kurang efektif. 
3. Hasil perhitungan efektivitas antara 80% - 90% berarti tingkat 
efektivitasnya cukup efektif. 
4. Hasil perhitungan efektivitas antara 90% - 100% berarti tingkat 
efektivitasnya efektif. 
5. Hasil perhitungan efektivitas lebih dari 100% berarti tingkat 




3.6.3 Analisis Perhitungan Efisiensi Pajak Restoran 
 Efisiensi dalam organisasi sektor publik merupakan perbandingan antara 
masukan/biaya yang digunakan (input) dan keluaran/hasil yang dicapai (output). 
Tingkat efisiensi (daya guna) Pajak Restoran dilakukan dengan membandingkan 
antara besarnya biaya untuk memungut Pajak Restoran (input) dengan realisasi 
penerimaan Pajak Restoran (output). Semakin besar penerimaan Pajak Restoran 
dibanding biaya pemungutannya, maka semakin tinggi tingkat efisiensi Pajak 
Restoran. 
 Rasio Efisiensi Pajak Restoran dapat dihitung dengan rumus sebagai 
berikut: (Mahmudi, 2016:142) 
 
 
 Biaya Pemungutan Pajak Restoran yang dimaksud adalah seluruh biaya 
yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar untuk melaksanakan 
pemungutan pajak pada kurun waktu tertentu dalam nilai rupiah.  
 Menurut Mahmudi (2016:142), kriteria untuk mengetahui efisiensi 
pemungutan Pajak Restoran terhadap penerimaan Pajak Restoran adalah 
sebagai berikut: 
1. Jika persentasenya kurang dari 10%, maka dinyatakan bahwa 
penerimaan Pajak Restoran telah dipungut dengan sangat efisien. 
2. Jika persentasenya antara 10% - 20%, maka dinyatakan bahwa 
penerimaan Pajak Restoran telah dipungut dengan efisien. 
3. Jika persentasenya antara 21% - 30%, maka dinyatakan bahwa 
penerimaan Pajak Restoran telah dipungut dengan cukup efisien. 
4. Jika persentasenya antara 31% - 40%, maka dinyatakan bahwa 
penerimaan Pajak Restoran telah dipungut dengan kurang efisien. 
5. Jika persentasenya lebih dari 40%, maka dinyatakan bahwa 
penerimaan Pajak Restoran telah dipungut dengan tidak efisien. 
Efisiensi = 
Biaya Pemungutan Pajak Restoran
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran






3.6.4 Analisis Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran terhadap 
Pendapatan Asli Daerah 
 Kontribusi dikaitkan dengan seberapa besar sumbangan yang diberikan 
oleh Pajak Restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota 
Makassar yang tentunya akan mempengaruhi jumlah PAD yang diterima. Selain 
itu, kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Makassar dapat dikaitkan 
dengan  




 x 100% 
 
Keterangan: 
Pn : Kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli 
              Daerah  
QX : Jumlah penerimaan Pajak Restoran (Rupiah)  
QZ : Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rupiah) 
N : Tahun (periode) tertentu 
 Setelah hasil perbandingan diperoleh maka dapat dilihat persentasenya 
yaitu apakah penerimaan Pajak Restoran mempunyai kontribusi terhadap 
Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kriterianya. Menurut 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690.900.327 Tahun 
1996, kriteria untuk mengetahui kontribusi Pajak Restoran dalam menopang 
Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut (Ardhiansyah, 2014): 
1. Jika persentasenya antara 0% - 10%, maka dinyatakan bahwa Pajak 
Restoran tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
2. Jika persentasenya antara 10,1% - 20%, maka dinyatakan bahwa 





3. Jika persentasenya antara 20,1% - 30%, maka dinyatakan bahwa 
Pajak Restoran termasuk tingkat sedang dalam kontribusinya 
terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
4. Jika persentasenya antara 30,1% - 40%, maka dinyatakan bahwa 
Pajak Restoran cukup berkontribusi terhadap Pendapatan Asli 
Daerah. 
5. Jika persentasenya antara 40,1% - 50%, maka dinyatakan bahwa 
Pajak Restoran mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli 
Daerah. 
6. Jika persentasenya lebih dari 50%, maka dinyatakan bahwa Pajak 
Restoran sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
Dengan analisis ini maka akan mendapatkan seberapa besar kontribusi 
Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Dengan 
membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama lima tahun, 
maka peneliti akan mendapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi 
tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun 
ke tahun, sehingga dapat diketahui seberapa besar peranan Pajak Restoran 












Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan, efektivitas, 
dan efisiensi Pajak Restoran serta kontribusi penerimaan Pajak Restoran 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar dari tahun 2012 sampai tahun 
2016. Berdasarkan hasil analisis data yang dikumpulkan dan diolah, maka 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Laju pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Restoran di Kota Makassar 
tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi (naik-turun). Rata-rata laju 
pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Restoran yang dipungut oleh 
Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sebesar 27,91% tiap tahun, 
sehingga dikategorikan tidak berhasil dalam meningkatkan penerimaan 
Pajak Restoran dari tahun ke tahun. 
2. Rata-rata efektivitas penerimaan Pajak Restoran di Kota Makassar tahun 
anggaran 2012-2016 tergolong efektif dengan nilai sebesar 92,75%. 
Namun, pada tahun 2016, efektivitas penerimaan Pajak Restoran masuk 
dalam kategori kurang efektif dengan nilai efektivitas sebesar 67,2%. Hal 
ini disebabkan oleh adanya penetapan target yang terlalu tinggi yang 
ditandai dengan kenaikan target penerimaan Pajak Restoran yang cukup 
signifikan (besar) yaitu sebesar 73,24% dari jumlah target penerimaan 
Pajak Restoran tahun 2015 sedangkan kenaikan realisasi penerimaan 
Pajak Restoran relatif kecil, yaitu sebesar 24,63% dari realisasi 





dan kenaikan realisasi yang relatif kecil mengindikasikan penetapan 
target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
kurang mempertimbangkan faktor ekonomi masyarakat.  
3. Efisiensi pemungutan Pajak Restoran di Kota Makassar tahun 2012-2016 
tergolong efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 11,46% setiap 
tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya ekonomi yang 
digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam proses 
pemungutan Pajak Restoran telah berhasil dikelola dengan baik. 
4. Kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kota Makassar tahun anggaran 2012-2016 memiliki angka rata-rata 
12,49% dan tergolong kurang berkontribusi bagi penerimaan Pendapatan 
Asli Daerah. Hal ini dipengaruhi oleh laju pertumbuhan realisasi 
penerimaan Pajak Restoran yang fluktuatif dan lebih besarnya kenaikan 
realisasi penerimaan dari komponen Pendapatan Asli Daerah lainnya 
daripada realisasi penerimaan Pajak Restoran itu sendiri.  
 
5.2 Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti, 
maka sebagai bahan pertimbangan agar realisasi penerimaan Pajak Restoran 
dapat dicapai dengan efektif dan berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah, 
peneliti mengemukakan saran sebagai berikut: 
1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, perlu melakukan 
pendataan ulang wajib pajak restoran setiap bulan agar memudahkan 
dalam penagihan Pajak Restoran dan melakukan sosialisasi atau 
penyuluhan yang lebih intens kepada wajib pajak restoran dengan tujuan 





menekankan akan pentingnya membayar Pajak Restoran demi 
terciptanya pembangunan Kota Makassar yang lebih baik. Dinas 
Pendapatan Daerah juga perlu melakukan evaluasi dalam penetapan 
target penerimaan Pajak Restoran dengan mempertimbangkan berbagai 
faktor, seperti faktor ekonomi masyarakat, khususnya wajib pajak 
restoran agar tidak terjadi penetapan target yang signifikan yang dapat 
mempengaruhi keefektifan realisasi penerimaan Pajak Restoran.  
2. Bagi pemerintah Kota Makassar, dapat meningkatkan upaya untuk 
mengembangkan sektor pariwisata di Kota Makassar agar semakin 
meningkatnya wisata kuliner dan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak 
restoran serta realisasi penerimaan Pajak Restoran. 
3. Bagi wajib pajak restoran, dapat meningkatkan kesadaran atas kewajiban 
dalam membayar Pajak Restoran dengan lebih terbuka, jujur, serta 
secara lengkap dalam melaporkan pendapatan usaha restoran agar tidak 
terjadi perbedaan persepsi mengenai pajak terutangnya. 
4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian lebih teliti, spesifik, 
dan akurat baik dari kelengkapan data maupun analisa data-data yang 
diperoleh yang akan digunakan dalam perhitungan efektivitas, efisiensi, 
kontribusi, atau variabel-variabel yang akan diteliti lainnya.  
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Peneliti menyadari terdapat banyak hal yang menjadi keterbatasan dalam 
mendukung kesuksesan penelitian ini. Hal tersebut diantaranya adalah sebagai 
berikut: 
1. Jumlah realisasi penerimaan pajak restoran yang dianalisis hanya 





Hal tersebut tentu akan berpengaruh pada hasil analisis laju pertumbuhan 
dan efektivitas pajak restoran. Adanya perubahan sistem operasional 
dalam Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, sehingga peneliti tidak 
mendapatkan data yang lengkap berdasarkan tiap jenis/item pajak 
restoran. 
2. Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar tidak mau memberikan 
keterangan secara langsung dan terbuka terkait biaya pemungutan pajak 
restoran yang dikeluarkan, sehingga dalam proses penelitian ini terutama 
perhitungan efisiensi pemungutan pajak restoran, peneliti mengkalkulasi 
dan menganalisis menggunakan referensi dan dokumen lainnya yang 
terkait. 
3. Dalam perolehan data statistik dari Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Makassar terkendala adanya aturan bahwa beberapa data yang ada 
merupakan rahasia keuangan daerah sehingga tidak bisa memperoleh 
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